
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPAT! PASAMAN BARAT
NOMOR 2? TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan

pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, perlu disusun
suatu mekanisme koordinasi kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasaman Barat:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348):

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757),
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008

tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Dalam Menvelenggarakan Pemerintah Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KOORDINASI

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Pasaman Barat.

Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
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Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati yang
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Bupati sesuai dengan keahlian.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat.
9. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Pasaman Barat.



12.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga

pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang
tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam

rangka dekonsentrasi.

13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

16.Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan pelayanan profesional yang memiliki otonomi dalam

pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
17. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana

teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

18. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

19. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai keselaran, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat
daerah dan instansi vertikal serta badan usahamilik daerah di daerah sejak
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

20. Koordinasi Hierarki (Intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan
dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
21. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) adalah koordinasi yang

dilaksanakan antara dua atau lebih instansi yangmempunyai program kerja
yang berkaitan erat.

22. Koordinasi Instansional (Multisektoral) adalah koordinasi terhadap
beberapa instansi yangmenangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.

23. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara

umum antar perangkat daerah vang membentuk suatu kebulatan pola kerja
dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

24. Mekanisme koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh

beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik
daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya
untuk mencapai tujuan.

25. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.



Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, profesionalitas,

keterpaduan dan akuntabilitas.

BAR II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 4

(l) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD.

(2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Perangkat Daerah.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
Sekretariat Daerah:
Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah,
Dinas Daerah,
Badan Daerah, dan

»
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Kecamatan.

(4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli.

BAB III

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi
Pasal 5

(1) Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja

pelayanan publik yang berkelanjutan:
b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi, serta wewenang

masing-masing Perangkat Daerah,
c. Saling memberi manfaat, dan Na Ba Tg —a



d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang

mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas
kepemerintahan.

(2) Pola Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang
sederajat lebih tinggi kepada unsur Perangkat Daerah yang derajatnya
lebih rendah,

b. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah

yang sederajat, dan

c. Koordinasi diagonal atau fungsional, yaitu koordinasi antar unsur

Perangkat Daerah secara lintas berdasarkan pendekatan tugas dan

fungsi.

(3) Bagan Pola Koordinasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dikoordinasikan dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten sesuai

dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi perumusan kebijakan,
penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan

pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

(2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
a. Sekretariat DPRD:
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
c. Dinas Pendidikan:

Dinas Kesehatan,

Rf
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Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari,
Dinas Sosial:
Dinas Pariwisata,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

1

k.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,L

. Rumah Sakit Umum Daerah,

Bagian Pemerintahan,

Bagian Pemerintahan Nagari:

Bagian Kesejahteraan Rakyat:
Bagian Hukum, dan
Kecamatan.

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasa! 8

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu(1

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan,
penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan

pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang
perekonomian dan pembangunan.
Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan(2)

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
Perangkat Daerah/Unit Kerja:

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Dinas Perhubungan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan:
Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura:
Dinas Perkebunan dan Peternakan:

a.

b.

d.

e.

f£

&
h.

Dinas Ketahanan Pangan, Penanaman Tn

i.

j
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(3)

k. Dinas Perikanan:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
m. Bagian Administrasi Pembangunan, dan

n. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
mengkoordinasikan BUMD.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 9
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugasmembantu Sekretaris Daerah
dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian
urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi
umum.

|

Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat
Daerah/Unit Kerja:
a. Inspektorat,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

(1

(2)

b.

Dinas Komunikasi dan Informatika:

2
0

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah:
Badan Keuangan dan Aset Daerah:
Badan Pendapatan Daerah:

e.

£

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,g
Bagian Umum,h.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
Bagian Organisasi, dan1.

k. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
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(2)

BAB IV

POLA KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapatmelaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal
dibantu oleh Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pelaksanaan koordinasi dengan intansi vertikal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi vertikal, koordinasi

horizontal maupun koordinasi diagonal atau fungsional berdasarkan

(3)

(4)

pendekatan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal! 11

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat membantu

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal

yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat.
Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

(1

(2)

a. Komando Distrik Militer 0305 Pasaman:

Kepolisian Resor Pasaman Barat,

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat:

Pengadilan Negeri Pasaman Barat,

Pengadilan Agama,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat:
Badan Pertanahan Nasional dan ATR:
Badan Narkotika Nasional Kabupaten,
Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan

k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

b.

d.

e.

£

&
h.

i
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BagianKetiga
AsistenPerekonomiandanPembangunan

Pasal12

(1)AsistenPerekonomiandanPembangunandapatmembantuSekretaris

Daerahdalammelaksanakankoordinasidenganinstansivertikalyang

mempunyaiketugasandanfungsirelevandalammenunjang

penyelenggaraanpemerintahandaerahdibidangperekonomiandan

pembangunan.

(2)Instansivertikalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahinstansi

vertikalyangberkaitandenganurusanperekonomiandanpembangunan,

antaralainBadanPenyelenggaraJaminanSosialKetenagakerjaan.

BagianKeempat
AsistenAdministrasiUmum

Pasal13

(1)AsistenAdministrasiUmumdapatmembantuSekretarisDaerahdalam

melaksanakankoordinasidenganinstansivertikalyangmempunyai

ketugasandanfungsirelevandalammenunjangpenyelenggaraan

pemerintahandaerahdibidangadministrasiumum.

(2)Instansivertikalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)antaralain:

a.KantorPajak,
b.Perbankan,dan

c.BadanPusatStatistik.

BABV

BENTUKDANWAKTUKOORDINASI

Pasal14

(1)Bentukpelaksanaankoordinasimeliputi:
a.Pertemuanatautatapmuka,

b.Penyampaianataupermintaandatadaninformasi,dan

c.Konsultasidanklarifikasi.

(2)Koordinasidalambentukpertemuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufadapatdilaksanakansecaralangsungataumelaluimediaelektronik.

(3)Waktupelaksanaankoordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat

dilaksanakansecara:

a.Periodik,yaitudilaksanakandalamwaktuyangtelahditentukandan

dilaksanakansecaraberkala,dan/atau

YR



b.Insidental,yaitudilaksanakansesuaikebutuhan.

Pasal15

Pelaksanaankoordinasikerjasebagaimanadimaksuddalampasal14ayat(1)

lebihlanjutmeliputi:
a.Koordinasidalampembahasansuatutugasyangdilaksanakandengan

forumrapatkoordinasidanataucaralainsesuaikebutuhandantingkat

kepentingannya,
b.Permintaandalamhalpenyampaiandata,informasiataupendapatforum-

forumkoordinasi:
c.Bupati/WakilBupati,SekretarisDaerahdapatmenentukanwakturapat

koordinasipembahasanpermasalahanumumbidangpemerintahan,

pembangunandankemasyarakatan,
d.Dalamrangkamengoptimalkanpelaksanaankoordinasiagardapat

memperolehhasilyanglebihberdayagunasertaketerpaduandalamproses,

pelaksanaansinkronisasikebijaksanaan,paraAsistenwajibmelaksanakan

koordinasisecarahorizontalantarAsisten,
e.DalammelaksanakankoordinasikerjaAsistendapatsecaralangsung

melaksanakanrapatkerjauntukpembahasanpermasalahanteknistertentu

sesuaipembidangantugaskoordinasinya,
fDalammelaksanakanrapatkoordinasiapabilaKepalaDinas,KepalaBadan,

KepalaBagianberhalanganhadirwajibmenunjukperwakilankepada

pejabatsatutingkatdibawahnya,dan

g.Padarapatkoordinasiyangmembahaspelaksanaanpekerjaanyang

menyangkutkepadasuatukebijakantertentuharusdiikutiolehkepala

PerangkatDaerahdanInstansiVertikalyangterkait.

BABVI

TATAHUBUNGANDANMEKANISMEKERJA
Pasal16

(1)Hubungankerjadalampenyelenggaraanpemerintahandaerahterdiriatas:

a,Konsultatif,yaituhubungankerjauntukmenyamakanpersepsidalam

melaksanakantugasdanfungsisesuaidengankewenanganPerangkat

Daerahtanpaterikathubunganstrukturalsecaraberjenjang,

b.Kolegial,yaituhubungankerjauntukmenumbuhkansemangat

kebersamaandankemitraandenganmengutamakanmusyawarahdan

tanggungjawabbersama,

Im



c.Fungsional,yaituhubungankerjauntukmemberikanperansubstansial

secarafungsionalsesuaidengankompetensidankemandiriandalam

melaksanakantugasdanfungsi,
d.Struktural,yaituhubungankerjauntukmengembangkan

kepemimpinansecaraberjenjangdengantetapmelaksanakan

wewenang,tugas,danfungsisecarabertanggungjawab,dan

e.Koordinatif,yaituhubungankerjauntukmengembangkanantara

hubungansecarastrukturaldengansemangatkolegialyangsinergisdan

terpadusesuaidengankewenanganPerangkatDaerah.

(2)Hubungankerjakoordinatifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufe,

meliputi:
a.Koordinasihierarkiatauintersektoral,
b.Koordinasifungsionalataulintassektoral,dan

c.Koordinasiinstansionalataumultisektoral.

Pasal17

Hasilkoordinasiditindaklanjutiolehmasing-masingPerangkatDaerah/Unit

Kerjasesuaidengantugasdanfungsibaiksecaramandirimaupunmelibatkan

PerangkatDaerah/UnitKerjalainnyasecaravertikal,horizontalmaupun

diagonalataufungsional.

Pasal18

(1)MekanismekerjadalampenyelenggaraanurusanPemerintahanDaerah,
terdiriatasdasar:
a.Perintah,dan

b.Inisiatif.

(2)Mekanismekerjaatasdasarperintahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

huruf,meliputi:
a.BupatidapatsecaralangsungataumelaluiSekretarisDaerahbaik

secaratertulismaupunlisanmemberikanperintahkepadaPerangkat

Daerah,
b.PerangkatDaerahmenindaklanjutiperintahdanmelaporkansecara

tertulismaupunlisankepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah,

c.ApabilapelaporanPerangkatDaerahmasihperluproseslebihlanjut,

makaSekretarisDaerahdibantuolehAsistenyangmembidangisegera

mengoordinasikannyadenganPerangkatDaerah,
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d.AsistendapatmemberikanpenugasankepadaBagianyangrelevan

dengantugasdanfungsiuntukmenyiapkanrumusankebijakandaerah

danmengoordinasikanPerangkatDaerahdan/atauUnitKerjaterkait:
e.Asistendapatmelibatkanpejabatfungsionalyangrelevandalam

pengkajian,penyusunantelaahandanpengoordinasiantindaklanjut,
dan

f.HasiltindaklanjutdilaporkankepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah.

(3)Mekanismekerjaatasdasarinisiatifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufbmeliputi:
a.PerangkatDaerahdalammelaksanakantugasdanfungsi,selain

melaksanakanrencanaprogramkerja,jugamenanggapiisu-isuyang

berkembangsecaradinamisditengahmasyarakatsesuaidenganbidang

tugas,
b.PerangkatDaerahmelaporkanisu-isutersebutdan/ataumengkajidan

menyusunrekomendasikebijakantekniskepadaBupatimelalui

SekretarisDaerah:
c.SekretarisDaerahdibantuolehAsistenmengoordinasikanhasillaporan

dan/ataukajianPerangkatDaerahdanmemberikanpengarahantindak

lanjut,
d.AsistendapatmemberikanpenugasankepadaBagianyangrelevan

dengantugasdanfungsiuntukmenyiapkanrumusankebijakanDaerah

danmengoordinasikanPerangkatDaerahdan/atauUnitKerjaterkait,
e.Asistendapatmelibatkanpejabatfungsionalyangrelevandalam

pengkajian,penyusunantelaahandanpengoordinasiantindaklanjut,
dan

f.HasiltindaklanjutdilaporkankepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah.

Pasal19

HubunganKerjadanKoordinasiterdiridari:

a.BupatidenganStafAhli,
b.BupatidenganPerangkatDaerah,dan

c.AntarPerangkatDaerah.

Pasal20

(1)HubungankerjaBupatidenganStafAhlisebagaimanadimaksuddalam

pasal19hurufa,dilaksanakanmelaluipolahubungankerjastrukturaldan

koordinatif.



(2)Bentukpolahubungankerjastrukturaldankoordinatifsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)yaitu:
a.Bupatidalampelaksanaankoordinasikegiatanteknisoperasionalyang

bersifatkhususdibantuolehStafAhlisesuaidenganbidangnya,
b.StafAhlidalammelaksanakantugasdapatmemberikansarandan

pendapatsesuaidenganbidangnyakepadaBupatiuntuksuatu

kebijakan,
c.StafAhlimelakukankoordinasikerjadenganAsistensesuaidengan

pembidangannyaberdasarkanarahanBupati,dan

d.Dalammelaksanakankoordinasi,StafAhlimenerapkanprinsip

koordinasi,sinkronisasidanoptimalisasidenganmelaporkantugasnya

kepadaBupati.

Pasal21

(1)HubungankerjaBupatidenganPerangkatDaerahsebagaimanadimaksud

dalampasal19hurufb,dilaksanakanmelaluipolahubungankerja
strukturaldankoordinatif.

(2)Bentukpolahubungankerjastrukturaldankoordinatifsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)yaitu:
a.Bupatimemberikanperintah,pengarahandanpetunjukdalam

perumusankebijakanpelaksanaantugas-tugasadministratifdan

fasilitatifgunameningkatkankelancaranpenyelenggaraantugas-tugas

pemerintahan,pembangunan,pembinaandanpelayananmasyarakat,

b.Bupatimemintabahandanmasukandalamrangkaperumusan

kebijakanumumPemerintahDaerahdanpengambilankeputusandalam

penyelenggaraanpemerintahandaerah,

c.Bupatimemintalaporandantelaahanstafsebagaibahanevaluasi

pelaksanaantugaspemerintahan,pembangunan,pembinaandan

pelayananmasyarakatpadaumumnyasertapelaksanaantugas-tugas

administratifdanfasilitatifyangmenjaditugaskepalaPerangkatDaerah,

d.Bupatidapatmemintaketerangandanpenjelasantentanghal-hal

tertentuyangberkaitandenganpenyelenggaraantugas-tugas

pemerintahan,pembangunan.pembinaandanpelayananmasyarakat
atauhal-hallainyangberkenaandengantugas-tugasadministratifdan

k

fasilitatif,

Ta



e.KepalaPerangkatDaerahberkewajibanuntukmembantuBupatidalam

merumuskankebijakanumumPemerintahDaerahdanmembina

hubungankerjadenganantarperangkatdaerah,
f.KepalaPerangkatDaerahberkewajibanuntukmemperhatikandan

melaksanakanperintah,pengarahan,bimbingandanpetunjukyang
diberikanBupatidalamperumusankebijakandanpengambilan

keputusanpelaksanaantugas-tugasadministratifdanfasilitatif,

g.KepalaPerangkatDaerahberkewajibanuntukmemberikanbahandan

masukankepadaBupatimenyangkuttugas-tugasdesentralisasi

maupuntugas-tugasdekonsentrasidanpembantuandenganinformasi

yanglengkap,akuratdanmutakhir,
h.KepalaPerangkatDaerahberkewajibanuntukmembuattelaahanstaf

terhadappermasalahan-permasalahanyangterjadi,denganpenjelasan,

keterangandanuraiansecaralengkapsertaalternatifpemecahan

masalahyangtepatsesuaikewenangan,tugaspokokdanfungsinya,dan

i.KepalaPerangkatDaerahberkewajibanuntukmenyampaikanlaporan

baiksecaraberkalamaupuninsidentil,sesuaikewenangan,tugaspokok
danfungsinya.

Pasal22

(1)HubungankerjaAntarPerangkatDaerahsebagaimanadimaksuddalam

pasal19hurufc,dilaksanakanmelaluipolahubungankerjastrukturaldan

koordinatif.

(2)Bentukpolahubungankerjastrukturaldankoordinatifsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)yaitu:
a.PerangkatDaerahmengkoordinasikanseluruhpelaksanaantugas-tugas

PerangkatDaerahdalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandaerah,

administrasi,organisasidantatalaksanasertapembinaanaparatur,

yangpelaksanaannyadilakukansesuaijalurkoordinasiyangditetapkan,
b.Dalampenyelenggaraanpemerintahandaerah,SekretariatDaerah

memberikandukunganpelayananadministratifdanfasilitatifkepada

PerangkatDaerahlainnyasesuaidengankewenangan,tugaspokokdan

fungsimasing-masing,
c.SekretarisDaerahmemintalaporanpertanggungjawabanpelaksanaan

tugas-tugasPerangkatDaerahdalamrangkapenilaiankinerjadan

sebagaibahanpertanggungjawabanBupati,

gag#



d.PerangkatDaerahdalampelaksanaantugasnyaberkoordinasidengan
SekretariatDaerah,yangdikoordinasikanolehAsistenyang

membidangi,dan

e.PerangkatDaerahberkewajibanmenyampaikanlaporanrealisasi

pertanggungjawabanpelaksanaantugas-tugasPerangkatDaerah

kepadaBupatimelaluiSekretarisDaerah,dikoordinasikanolehAsisten

yangmembidangidalamrangkapenilaiankinerjadansebagaibahan

pertanggungjawabansesuaiBaganPolaKoordinasisebagaimana
tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkan
dariPeraturanBupatiini.

(3)SelainSekretariatDaerah,AntarPerangkatDaerahmelaksanakanpola
koordinatif.

(4)Bentukpolahubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(3)yaitu:
a.PerangkatDaerahdalampelaksanaantugassesuaidengan

kewenangannyamasing-masingwajibsalingberkoordinasi,membangun
komunikasidanmengembangkankerjasamainformasi,

b.PerangkatDaerahyangmemilikikedekatanfungsidan/ataukegiatan

serumpun,wajibmembinahubungankerjasamayangbersifat

fungsional,dan

c.PerangkatDaerahyangtidakmemilikikedekatanfungsidan/ataubukan

kegiatanserumpunwajibmembinahubungankerjasamayangbersifat

instansionaldanlintassektoral.

(5)Dinas/BadandenganUnitPelaksanaTeknismelaksanakanpolahubungan

kerjastrukturaldankoordinatif.

(6)Bentukhubungankerjasebagaimanadimaksudpadaayat(5)yaitu:
a.Dinas/Badanmelaksanakanpembinaan,pengendaliandanevaluasi

terhadappelaksanaantugasUnitPelaksanaTeknisdilingkungan

masing-masing,
b.UnitPelaksanaTeknisDinas/Badanmelaksanakantugas-tugasyang

dilimpahkanolehDinas/Badanterkaitdenganpenuhtanggungjawab
sesuaiketentuanyangberlaku,dan

c.UnitPelaksanaTeknisDinas/Badanberkewajibanuntuk

menyampaikanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaantugasnya

secaraberkalakepadaDinas/Badanterkaitsesuaiketentuanyang

berlaku.

pa4.



(1)

BABVII

KOORDINASINASKAHDINAS
Pasal23

Dalampelaksanaankoordinasikerja,setiapkebijakandaripelaksanaan

tugasyangberbentukprodukhukumdan/ataunaskahdinaspentingatau

biasayangakanditeruskankepadaBupati,WakilBupatiatauSekretaris

Daerah,dikoordinasikandenganAsistenyangsesuaidenganbidang

tugasnya.
Hasilkoordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupapemberian

parafkoordinasiolehAsistenpadanaskahdinas.

BABVIII

PENGENDALIANDANPELAPORAN
Pasal24

PerangkatDaerahdanInstansiVertikalyangmempunyaitugasdanfungsi
didaerahwajibmenindaklanjutihasilkoordinasikerjasesuaitugas,fungsi
dankewenangannya.

SetiapPerangkatDaerahwajibmemberikanlaporantertulissecaraberkala

maupunsetiapsaatkepadaBupatimelaluiSekretarisDaerahuntuk

pengendalianpelaksanaankoordinasi.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal25

PadasaatPeraturanBupatiinimulaiberlaku,PeraturanBupatiPasamanBarat

Nomor49Tahun2017tentangMekanismeKoordinasiKerjaPemerintah

KabupatenPasamanBarat(BeritaDaerahKabupatenPasamanBaratNomor49

Tahun2017)dicabutdandinyatakantidakberlaku.

(2)

(1

(2)

28)



Pasal26

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan

BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenPasaman

Barat.
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